
BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL YANG
DITERIMA PADA BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN APRIL 2014

PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN KUDUS 

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a.

b.

c.

bahwa  dalam  rangka  mengoptimalkan
pelayanan  kesehatan  masyarakat  melalui
program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  di
Kabupaten  Kudus  diberikan  Dana  Kapitasi
Program Jaminan Kesehatan Nasional;

bahwa  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional
adalah sebagai upaya memberikan perlindungan
kesehatan  kepada  peserta  untuk  memperoleh
manfaat  pemeliharaan  kesehatan  dan
perlindungan  dalam  memenuhi  kebutuhan
dasar kesehatan;

bahwa  berdasarkan  ketentuan  dalam  Bab  V
huruf D angka 1.a Lampiran Peraturan Menteri
Kesehatan  Nomor  28  Tahun  2014  tentang
Pedoman  Pelaksanaan  Jaminan  Kesehatan
Nasional  dan Surat  Menteri  Kesehatan Tanggal
21 Mei 2015 Nomor JP 01.02/X/1003/2015 Hal
Pemanfaatan  Dana  JKN  Tahun  2014,  Dana
Kapitasi  Bulan  Januari  sampai  dengan  April
2014  dapat  dimanfaatkan  dengan  didukung
Peraturan Bupati;

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf  a,  huruf  b, dan  huruf  c, perlu
menetapkan  Peraturan  Bupati tentang
Pemanfaatan  Dana  Kapitasi  Jaminan  Kesehatan
Nasional  yang  Diterima  Pada  Bulan  Januari
sampai  dengan  April  2014  Pada  Puskesmas  di
Kabupaten Kudus;
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Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1950  tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang
Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2003  Nomor  47,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
4286);

3. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2004 Nomor  47,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  150,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4456);

5. Undang-Undang  Nomor  58  Tahun  2005  tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  140,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4578);

6 Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang
Kesehatan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2009  Nomor  144, Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2011  tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor
116,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5256);

8. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015
tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang



3

9.

10
.

11
.

12
.

13
.

Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  292,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007
tentang  Pembagian  Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah,  Pemerintahan Daerah  Provinsi,  dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan  Kesehatan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2013 Nomor  29)  sebagaimana
telah  diubah  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor
111  Tahun  2013  tentang  Perubahan  atas
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan  Kesehatan (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan  dan  Pemanfaatan  Dana  Kapitasi
Jaminan  Kesehatan  Nasional  pada  Fasilitas
Kesehatan  Tingkat  Pertama  Milik  Pemerintah
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2014 Nomor 81);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan
Daerah  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali
terakhir  dengan Peraturan Menteri  Dalam Negeri
nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13
Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan
Keuangan  Daerah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  71  Tahun
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2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan
Kesehatan  Nasional  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  28 Tahun
2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Jaminan
Kesehatan  Nasional (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  59  Tahun
2014  tentang Standar Tarif  Pelayanan Kesehatan
Dalam  Penyelenggaraan  Program  Jaminan
Kesehatan (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1287);

Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kudus  Nomor  3
Tahun  2007  tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan
Keuangan  Daerah  (Lembaran  Daerah  Kabupaten
Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kudus  Nomor  11
Tahun  2012 tentang  Retribusi  Pelayanan
Kesehatan  pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten
Kudus  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Kudus
Tahun  2012 Nomor  11,  Tambahan  Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 162);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI  TENTANG PEMANFAATAN  DANA
KAPITASI  JAMINAN  KESEHATAN  NASIONAL  YANG
DITERIMA  PADA  BULAN  JANUARI  SAMPAI  DENGAN
APRIL 2014 PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN KUDUS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah  Daerah  adalah  Pemerintah  Daerah
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Kabupaten Kudus.

2. Bupati adalah Bupati Kudus.

3. Dinas  Kesehatan  adalah  Dinas  Kesehatan
Kabupaten Kudus.

4. Kepala  Dinas  Kesehatan  adalah  Kepala  Dinas
Kesehatan Kabupaten Kudus.

5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus.

6. Jaminan  Kesehatan  Nasional  yang  selanjutnya
disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan
kesehatan  agar  peserta  memperoleh  manfaat
pemeliharaan  kesehatan  dan  perlindungan  dalam
memenuhi  kebutuhan  dasar  kesehatan  yang
diberikan kepada setiap orang yang telah membayar
iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 

7. Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  yang
selanjutnya  disingkat  FKTP  adalah  fasilitas
kesehatan  yang  melakukan  pelayanan  kesehatan
perorangan  yang  bersifat  non  spesialistik  untuk
keperluan  observasi,  diagnosis,  perawatan,
pengobatan,  dan/atau  pelayanan  kesehatan
lainnya. 

8. Dana  Kapitasi  adalah  besaran  pembayaran  per-
bulan  yang  dibayar  dimuka  kepada  FKTP
berdasarkan jumlah  peserta  yang  terdaftar  tanpa
memperhitungkan  jenis  dan  jumlah  pelayanan
kesehatan yang diberikan. 

9. Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  yang  selanjutnya
disingkat  SKPD  adalah  perangkat  daerah  pada
pemerintah  daerah  selaku  pengguna
anggaran/pengguna barang. 

10. Pusat  Kesehatan  Masyarakat  yang  selanjutnya
disebut  Puskesmas  adalah  Pusat  Kesehatan
Masyarakat  beserta  jaringannya  di  Kabupaten
Kudus.

11. Pengelolaan  Dana  Kapitasi  adalah  tata  cara
penganggaran,  pelaksanaan,  penatausahaan,  dan
pertanggungjawaban  dana  kapitasi  yang  diterima
oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.

12. Pemanfaatan  Dana  Kapitasi  adalah  tata  cara
penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh
Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  Milik
Pemerintah Daerah. 

13. Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah  yang
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selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan
kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya
disebut  dengan  kepala  SKPKD  yang  mempunyai
tugas  melaksanakan  pengelolaan  APBD  dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

14. Bendahara  Umum  Daerah  yang  selanjutnya
disingkat  BUD  adalah  Pejabat  yang  diberi  tugas
untuk  melaksanakan  fungsi  Bendahara  Umum
Daerah. 

15. Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas adalah
imbalan  yang  diberikan  dengan  memperhatikan
tingkat kesulitan, waktu, risiko dan profesionalitas
tenaga  dalam  proses  pelayanan  untuk
menyelenggarakan  kesehatan  perorangan  pada
peserta  BPJS  Kesehatan  dan  keluarganya,  baik
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. 

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Program  JKN  diselenggarakan  dengan  maksud
meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  yang
diselenggarakan  oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan
Sosial Kesehatan dengan tujuan memberikan  jaminan
berupa  perlindungan  kesehatan  agar  peserta
memperoleh  manfaat  pemeliharaan  kesehatan  dan
perlindungan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar
kesehatan  yang  diberikan  kepada  setiap  orang  yang
telah  membayar  iuran  atau  iurannya  dibayar  oleh
pemerintah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Ruang  lingkup  pelayanan  Program  JKN  dalam
Peraturan Bupati ini adalah pelayanan kesehatan di
Puskesmas.

(2) Pelayanan  kesehatan  di  Puskesmas  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. pelayanan rawat jalan tingkat pertama;
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b. pelayanan  pemeriksaan  laboratorium  rawat
jalan; dan

c. pelayanan tindakan medis rawat jalan.

BAB IV

PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 4

(1) Dana Kapitasi Program JKN bulan Januari sampai
dengan April Tahun 2014 yang masih berada di Kas
Daerah  dapat  dimanfaatkan  untuk jasa  pelayanan
kesehatan  paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh
persen)  sisanya  untuk  operasional  kegiatan  dan
belanja  modal  lainnya sesuai  dengan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran.

(2) Penggunaan  Dana  Kapitasi  Program  JKN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 5

Pemanfaatan dana  Program  JKN sebagaimana
dimaksud Pasal 4 melalui mekanisme sebagai berikut :

a. Dinas  Kesehatan  mengusulkan  Dokumen
Pelaksanaan  Anggaran  atas  dasar  usulan  dari
Puskesmas;

b. Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  sebagaimana
dimaksud huruf a dimintakan pengesahan ke Tim
Anggaran Pemerintah Daerah;

c. Puskesmas  mengajukan  pencairan  dana
berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang
telah  disahkan  oleh  Tim  Anggaran  Pemerintah
Daerah kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah melalui Dinas Kesehatan;

d. Dinas  Kesehatan  melakukan  verifikasi  terhadap
usulan  pencairan  dana  dari  Puskesmas
sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  c  sebelum
mengajukan  kepada  Dinas  Pendapatan  dan
Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

e. Dinas  Pendapatan  dan  Pengelolaan  Keuangan
Daerah  mencairkan  dana  berdasarkan  usulan
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Puskesmas yang telah diverifikasi Dinas Kesehatan
sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan
yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih
lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 7

Peraturan  Bupati ini  mulai  berlaku  pada  tanggal
diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Bupati ini  dengan
penempatannya  dalam  Berita Daerah  Kabupaten
Kudus.

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 11 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015 NOMOR 26 

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 10 Agustus 2015

BUPATI  KUDUS,

M U S T H O F A
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